
Lampiran 1 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Peraturan Undang-undang tahun berapa yang dipakai untuk pemotongan, 

penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 ? 

2. Bagaimana proses pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 

pada Dinas Perumhan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo ? 

3. Apakah seluruh pegawai sudah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib 

Pajak)? 

4. Jika pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan secara online apa saja 

kendalanya ? 

5. Apakah masih ada pegawai yang melaporkan pajaknya secara manual ? 

6. Pelaporan pajak dilakukan tahunan / persemester ? 

7. Apakah ada batas tanggal yang ditentukan untuk pelaporan pajak ? 

8. Apakah ada sanksi jika ada pegawai yang terlambat melaporkan pajaknya ? 

9. Untuk penyetoran pajak dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BUD) atau 

bendahara kantor ? 

10. Dokumen apa saja yang diajukan untuk pencairan gaji karyawan ? 



Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM 

I. Jadwal Wawancara 

a. Tanggal / Hari : 6 Juni 2017 / Selasa 

b. Waktu Mulai  : 08.00 WIB 

c. Waktu Selesai : 08.30 WIB 

II. Identitas Informan 

a. Nama   : Tri Udi Martini, S.Sos 

b. Jenis Kelamin : Perempuan 

c. Umur   : 55 Tahun 

d. Pendidikan  : S1 

e. Jabatan/ Pangkat : Kasubag Keuangan Penyusunan Program dan 

Pelaporan 

III. Pertanyaan Wawancara 

1. Peraturan Undang-undang tahun berapa yang dipakai untuk pemotongan, 

penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 ? 

2. Bagaimana proses pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 

pada Dinas Perumhan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo ? 

3. Apakah seluruh pegawai sudah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib 

Pajak)? 

4. Jika pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan secara online apa saja 

kendalanya ? 

5. Apakah masih ada pegawai yang melaporkan pajaknya secara manual ? 



6. Pelaporan pajak dilakukan tahunan / persemester ? 

7. Apakah ada batas tanggal yang ditentukan untuk pelaporan pajak ? 

8. Apakah ada sanksi jika ada pegawai yang terlambat melaporkan pajaknya ? 

9. Untuk penyetoran pajak dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BUD) atau 

bendahara kantor ? 

10. Dokumen apa saja yang diajukan untuk pencairan gaji karyawan ? 

IV. Jawaban Wawancara 

1. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 Tentang 

Pedoman Teknis dan Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan 

Dengan Pekerjaan. Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. 

2. Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo dilakukan oleh pihak Badan 

Keuangan Daerah (BUD), mulai dari pemotongan sampai penyetoran Pajak 

Penghasilan Pasal 21. Pihak Badan Keuangan Daerah (BUD) juga tidak 

melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara manual melainkan 

sudah memakai sistem, jadi dengan memaskukkan gaji karyawan untuk pajak 

sudah otomatis keluar hasil pemotongannya. 

Untuk pelaporan kita sudah menerima rincian data sekaligus Surat 

Pemberitahuan (SPT) dari Badan Keuangan Daerah (BUD) sehingga 

seluruh pegawai tinggal melaporkan besarnya pajak yang tertera secara 

online. 



3. Sudah, semua pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Ponorogo sudah mempunyai NPWP (Surat Nomor Wajib Pajak). 

4. Bagi saya tidak ada kendala, mungkin untuk pegawai yang lain masih banyak 

yang bingung tentang prosedur pelaporan yang baru. 

5. Semuanya sudah menggunakan e-Filing, namun ada beberapa pegawai yang 

melaporkan pajaknya dengan datang ke kantor Pelayanan Pajak Pratama 

karena bingung dengan prosedur online. 

6. Untuk pelaporan pajak dilakukan per tahun. 

7. Ada tanggal penentuan untuk pelaporan pajak. 

8. Ada biasanya sanksi denda. 

9. Penyetoran dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BUD). 

10. Untuk pengajuan dinas membuat dokumen SSP (Surat Setoran Pajak) dan 

SPM (Surat Perintah Membayar). 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM 

I. Jadwal Wawancara 



a. Tanggal / Hari : 6 Juni 2017 / Selasa 

b. Waktu Mulai  : 08.30 WIB 

c. Waktu Selesai : 09.00 WIB 

II. Identitas Informan 

a. Nama   : Irawan Hartanto, ST 

b. Jenis Kelamin : Laki-laki 

c. Pendidikan  : S1 

d. Umur   : 38 Tahun 

e. Jabatan/ Pangkat : Staf Kasubag Keuangan Penyusunan Program dan   

Pelaporan 

III. Pertanyaan Wawancara 

1. Peraturan Undang-undang tahun berapa yang dipakai untuk pemotongan, 

penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 ? 

2. Apakah seluruh pegawai sudah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib 

Pajak)? 

3. Jika pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan secara online apa saja 

kendalanya ? 

4. Apakah masih ada pegawai yang melaporkan pajaknya secara manual ? 

5. Pelaporan pajak dilakukan tahunan / persemester ? 

6. Apakah ada pegawai yang  tidak melaporkan pajaknya ? 

7. Untuk penyetoran pajak dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BUD) atau 

bendahara kantor ? 

8. Dokumen apa saja yang diajukan untuk pencairan gaji karyawan ? 



IV. Jawaban Wawancara 

1. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 Tentang 

Pedoman Teknis dan Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan 

Dengan Pekerjaan. Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. 

2. Sudah, semua pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Ponorogo sudah mempunyai NPWP (Surat Nomor Wajib Pajak). 

3. Tidak ada kendala bagi saya, untuk pegawai yang lain masih banyak yang 

kebingungan untuk melaporkan pajaknya secara online (e-Filing) karena 

kurang adanya sosialisasi dari pihak KPP (Kantor Pelayanan Pajak) 

4. Tidak ada, seluruh pegawai sudah menggunakan E-Filing. 

5. Untuk pelaporan pajak dilakukan per tahun. 

6. Ada, satu pegawai yang tidak melaporkan pajaknya dengan alasan SPT (Surat 

Pemberitahuan) hilang dan dengan alasan alamat e-mail lupa. 

7. Penyetoran dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BUD). 

8. Untuk pengajuan dinas membuat dokumen SSP (Surat Setoran Pajak) dan 

SPM (Surat Perintah Membayar) 

 

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM 

I. Jadwal Wawancara 

a. Tanggal / Hari : 6 Juni 2017 / Selasa 

b. Waktu Mulai  : 09.00 WIB 

c. Waktu Selesai : 09.30 WIB 



II. Identitas Informan 

a. Nama   : Pujo Wiyono, SE 

b. Jenis Kelamin : Laki-laki 

c. Umur   : 50 Tahun 

d. Pendidikan  : S1 

e. Jabtan/ Pangkat : Kasubag Umum dan Kepegawaian 

III. Pertanyaan Wawancara 

1. Peraturan Undang-undang tahun berapa yang dipakai untuk pemotongan, 

penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 ? 

2. Apakah seluruh pegawai sudah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib 

Pajak)? 

3. Jika pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan secara online apa saja 

kendalanya ? 

4. Apakah masih ada pegawai yang melaporkan pajaknya secara manual ? 

5. Pelaporan pajak dilakukan tahunan / persemester ? 

6. Apakah ada batas tanggal yang ditentukan untuk pelaporan pajak ? 

7. Apakah ada sanksi jika ada pegawai yang terlambat melaporkan pajaknya ? 

8. Untuk penyetoran pajak dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BUD) atau 

bendahara kantor ? 

IV. Jawaban Wawancara 

1. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 Tentang 

Pedoman Teknis dan Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak 



Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan 

Dengan Pekerjaan. Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. 

2. Sudah, semua pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Ponorogo sudah mempunyai NPWP (Surat Nomor Wajib Pajak). 

3. Tidak ada kendalanya. 

4. Tidak ada, seluruh pegawai sudah menggunakan E-Filing. 

5. Untuk pelaporan pajak dilakukan per tahun. 

6. Ada tanggal penentuan untuk pelaporan pajak yaitu sebelum tanggal 10 

Februari 2017. 

7. Belum ada pegawai mendapat sanksi denda. 

8. Penyetoran dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BUD). 

 

  



PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM 

I. Jadwal Wawancara 

a. Tanggal / Hari : 6 Juni 2017 / Selasa 

b. Waktu Mulai  : 09.30 WIB 

c. Waktu Selesai : 10.00 WIB 

II. Identitas Informan 

a. Nama   : Olivia Aprilia Hapsari, ST 

b. Jenis Kelamin : Perempuan 

c. Umur   : 36 Tahun 

d. Pendidikan  : S1 

e. Jabtan/ Pangkat : Staf Kasubag Umum dan Kepegawaian 

III. Pertanyaan Wawancara 

1. Peraturan Undang-undang tahun berapa yang dipakai untuk pemotongan, 

penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 ? 

2. Apakah seluruh pegawai sudah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib 

Pajak)? 

3. Jika pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan secara online apa saja 

kendalanya ? 

4. Apakah masih ada pegawai yang melaporkan pajaknya secara manual ? 

5. Pelaporan pajak dilakukan tahunan / persemester ? 

6. Apakah ada batas tanggal yang ditentukan untuk pelaporan pajak ? 

7. Apakah ada sanksi jika ada pegawai yang terlambat melaporkan pajaknya ? 



8. Untuk penyetoran pajak dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BUD) atau 

bendahara kantor ? 

9. Dokumen apa saja yang diajukan untuk pencairan gaji karyawan ? 

IV. Jawaban Wawancara 

1. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 Tentang 

Pedoman Teknis dan Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan 

Dengan Pekerjaan. Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. 

2. Sudah, semua pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Ponorogo sudah mempunyai NPWP (Surat Nomor Wajib Pajak). 

3. Tidak ada kendala, sejauh ini semua aman-aman saja karena di kantor juga 

ada fasilitas wifi jadi lebih mudah untuk melaporkan pajaknya. 

4. Tidak ada, seluruh pegawai sudah menggunakan E-Filing. 

5. Untuk pelaporan pajak dilakukan per tahun. 

6. Ada tanggal penentuan untuk pelaporan pajak yaitu sebelum tanggal 10 

Februari 2017. 

7. Belum ada pegawai yang terlambat melaporkan pajaknya, karena bagian 

umum dan kepegawaian selalu mengingatkan dan mengkoordinasi seluruh 

pegawai untuk segera memebayar pajak. 

8. Penyetoran dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BUD). 

9. Untuk pengajuan dinas membuat dokumen SSP (Surat Setoran Pajak) dan 

SPM (Surat Perintah Membayar). 

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM 



I. Jadwal Wawancara 

a.  Tanggal / Hari : 6 Juni 2017 / Selasa 

b. Waktu Mulai  : 10.10 WIB 

c. Waktu Selesai : 10.15 WIB 

II. Identitas Informan 

a. Nama   : Fauzi Udin Zamroni 

b. Jenis Kelamin : Pria 

c. Umur   : 50 Tahun 

d. Pendidikan  : SMA 

e. Jabtan/ Pangkat : Staf Kasubag Umum dan Kepegawaian 

III. Pertanyaan Wawancara 

1. Apakah anda kesulitan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara online 

e-Filing ? 

IV Jawaban Wawancara 

1. Iya, soalnya saya tidak bisa mengoprasikan komputer. 

 

 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM 

I. Jadwal Wawancara 

a.  Tanggal / Hari : 6 Juni 2017 / Selasa 



b. Waktu Mulai  : 10.20 WIB 

c. Waktu Selesai : 10.25 WIB 

II. Identitas Informan 

a. Nama   : Ir. Sunarti Aningsih, MH 

b. Jenis Kelamin : Wanita 

c. Umur   : 51 Tahun 

d. Pendidikan  : S1 

e. Jabtan/ Pangkat : Sekretaris Dinas 

III. Pertanyaan Wawancara 

1. Apakah anda kesulitan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara online 

e-Filing ? 

IV Jawaban Wawancara 

1. Saya kesulitan dengan diberlakukannya sistem pelaporan pajak secara e-

Filing, karena itu saya harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

(KPP) untuk meminta bantuan melaporkan pajak saya. 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM 

I. Jadwal Wawancara 

a.  Tanggal / Hari : 6 Juni 2017 / Selasa 

b. Waktu Mulai  : 10.30 WIB 

c. Waktu Selesai : 10.35 WIB 



II. Identitas Informan 

a. Nama   : Mislan 

b. Jenis Kelamin : Pria 

c. Umur   : 57 Tahun 

d. Pendidikan  : SMA 

e. Jabtan/ Pangkat : Staf Pertanahan dan Tata Bangunan. 

III. Pertanyaan Wawancara 

1. Apakah anda kesulitan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara online 

e-Filing ? 

IV Jawaban Wawancara 

1. Saya kesulitan dengan diberlakukannya sistem pelaporan pajak secara e-

Filing, karena itu saya harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

(KPP) untuk meminta bantuan melaporkan pajak saya. 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM 

I. Jadwal Wawancara 

a. Tanggal / Hari : 21 Juni 2017 / Rabu 

b. Waktu Mulai  : 08.30 WIB 

c. Waktu Selesai : 10.00 WIB 

II. Identitas Informan 

a. Nama   : Tita Yuniarti, SE, MM 



b. Jenis Kelamin : Perempuan 

c. Pendidikan  : S2 

d. Jabtan/ Pangkat : Kasubid Belanja Tidak Langsung. 

III. Pertanyaan Wawancara 

1. Peraturan Undang-undang tahun berapa yang dipakai untuk pemotongan, 

penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 ? 

2. Bagaimana alur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21? 

3. Bagaimana untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21? 

IV. Jawaban Wawancara 

1. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 Tentang 

Pedoman Teknis dan Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan 

Dengan Pekerjaan. Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. 

2. Dinas Membuat SSP (Surat Setoran Pajak) dan SPM (Surat Perintah 

Membayar) diajukan ke BUD (Badan Keuangan Daerah), dari BUD 

(Bendahara Keuangan Daerah) diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan 

Dana), selanjutnya pihak BUD (Badan Keuangan Daerah) juga yang 

menyetorkan ke pihak Bank yang ditunjuk. 

3. Untuk perhitungan kita sudah memakai sistem jadi kita hanya memasukkan 

jumlah gaji pegawai otomatis gaji tersebut sudah kepotong.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3 
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 

 
Nama Pegawai : Ir. Sunarti Aningsih, MM 



 

 

 

NPWP              : 78.156.075.0-647.000 

Jabatan             : Sekretaris 

           
    Sebulan     Setahun x 12    

Gaji Pokok   
4,384,400   

   
52,612,800    

Tunjangan istri/suami   
438,440   

   
5,261,280    

Tunjangan anak   
87,688   

   
1,052,256    

Jumlah gaji dan tunjangan   
  

4,910,528 
  

58,926,336 
Tunjangan eselon    1,260,000     15,120,000 
Tunjangan umum  -    -  
Tunjangan fungsional  -    -    
Tunjangan khusus  -    -    
Tunjangan terpencil  -    -    
TKD  -    -    

Tunjangan beras    
217,260 

   
2,607,120 

Tunjangan askes  -    -    

Pembulatan   
   

65     780 
Penghasilan tetap dan teratur 
lainnya yang pembayarannya 
terpisah dari pembayaran gaji 

 - 
  

 -  
  

  

Jumlah penghasilan bruto   
  

6,387,853 
  

76,654,236 
Biaya jabatan / biaya pensiun 
(Jumlah penghasilan bruto  x 
5%)   

   
3,832,712      

Iuran pensiun / iuran  THT 
(Jumlah gaji dan tunjangan  x 
4.75%)     

   
2,799,001    

Jumlah pengurangan     
  

(6,631,713) 
Penghasilan netto      70,022,523  

PTKP K - O      
  

(54,000,000) 

Penghasilan kena pajak      
  

16,022,523 
PPH Terhutang (Penghasilan 
kena pajak x 5%)     

  
801,126 

PPH Sebulan (PPH Terhutang / 
12)   

  
66,761 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 

Nama Pegawai : Sarnu, S.Sos, MM 

 NPWP  : 78.156.092.5-647.000 

 Jabatan  : Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman 

SEBULAN    SETAHUN   

Gaji pokok / pensiun   
4,339,000 

   
52,068,000    

Tunjangan istri   
433,900   

   
5,206,800    

Tunjangan anak        



 

 

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 

Nama Pegawai : Juli Wibowo, ST, HT 

NPWP  : 78.156.176.6-647.000 

173,560 2,082,720  

Jumlah gaji dan tunjangan keluarga   
  

4,946,460      59,357,520 

Tunjangan perbaikan penghasilan                     -   
   

-    

Tunjangan structural / fungsional   
  

980,000     11,760,000 

Tunjangan beras   
  

289,680       3,476,160 

Tunjangan khusus                     -   
   

-    
Tunjangan lain – lain                       6                 72 
Penghasilan tetap dan teratur  lainnya yang 
pembayarannya terpisah dari pembayaran 
gaji     

Jumlah penghasilan bruto    
  

6,216,146      74,593,752 
Biaya jabatan / biaya pensiun  (jumlah 
penghasilan bruto x 5%)     

   
3,729,688    

Iuran pensiun atau iuran THT (jumlah gaji 
dan tunjangan  x 4.75%)     

   
2,819,482    

Jumlah pengurangan             (6,549,170) 
Penghasilan Neto           68,044,582 
PTKP K - 2          (67,500,000 ) 
Penghasilan Kena Pajak                 544,582 
PPH Terhutang (Penghasilan kena pajak x 
5%)                  27,229 

PPH Sebulan (PPH Terhutang / 12)                    2,269 

   Sebulan     Setahun    

Gaji pokok / pensiun   3,456,200 
   

41,474,400    

Tunjangan istri       345,620   
   

4,147,440    

Tunjangan anak          69,124   
   

829,488    
Jumlah gaji dan tunjangan keluarga      3,870,944      46,451,328 



Jabatan  : Kabid Pertanahan dan Tata Bangunan 

 

Tunjangan perbaikan penghasilan                     
-    

   
-    

Tunjangan struktural / fungsional         980,000 
   

-     11,760,000 

Tunjangan beras         217,260 
   

-       2,607,120 

Tunjangan khusus                     
-    

   
-    

Tunjangan lain - lain                    90 
   

-               1,080 
Penghasilan tetap dan teratur lainnya 
yang pembayarannya terpisah dari 
pembayaran gaji         

Jumlah penghasilan bruto      5,068,294 
   

-     60,819,528 

Biaya jabatan / biaya pensiun     
   

3,040,976    

Iuran pensiun atau iuran THT     
   

2,206,438    
Jumlah pengurangan            5,247,414 
Penghasilan Neto           55,572,114 

PTKP K - 1          63,000,000 
Penghasilan Kena Pajak           (7,427,886) 
PPH Terhutang (Penghasilan kena pajak 
x 5%)        (371,394)
PPH Sebulan (PPH Terhutang / 12)                (30,950) 



 

 



 



 



 

Lampiran 7 



DOKUMENTASI PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN KABUPATEN PONOROGO 

 

Gambar 5.1 

Proses pada saat penggalian data pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 

pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo. 

Sumber : Data Diolah 

Lampiran 8 



DOKUMENTASI PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PONOROGO 

 

Gamabr 5.2 

Proses pada saat penggalian data pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 

pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah. 

Sumber : Data Diolah 

Lampiran 9 

DOKUMENTASI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA 



 

Gambar 5.4 

Pada saat penggalian data perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama. 

Sumber : Data Diolah 

Lampiran 10 

DOKUMENTASI PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN KABUPATEN PONOROGO 



 

Gambar 5.3 

Sumber : Data Diolah 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

- 6 - 

2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk
memperoleh penghasilan dari Indonesia selain
memberikan pinjaman kepada pemerintah yang
dananya berasal dari iuran para anggota;  

d.  pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional
sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan
warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha,
kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia.  

(2)  Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan.  

4.  Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, 
dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni 
huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat  

 (3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus, dan 
ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf l, huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 
berbunyi sebagai berikut:  
 

Pasal 4  
 

(1)  Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan 
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang 
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, 
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:  

. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, 
bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali 
ditentukan lain dalam Undang-undang ini;  

. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;  

. laba usaha;  

. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:  
 
 

2. keuntungan ... 
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 (2)  Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan norma 
penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak 
orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).  
 

(3)  Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan 
usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia 
dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memerhatikan ketentuan 
dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, 
huruf d, huruf e, dan huruf g.  
 

13. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan
Penjelasan ayat (5) sampai dengan ayat (7) diubah serta di antara ayat
(2) dan ayat (3) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (2a) sampai
dengan ayat (2d) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 17  

(1)  Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak
bagi:  

(4)  Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri 
yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2A ayat (6) dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima 
atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan.  

a.  Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah
sebagai berikut:  

di atas ...  

 
Lapisan Penghasilan Kena Pajak  Tarif Pajak  

sampai dengan Rp50.000.000,00  5%  
(lima puluh juta rupiah)  (lima persen)  

di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua 
ratus lima puluh juta rupiah)   

15% (lima belas persen)  
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Lapisan Penghasilan Kena Pajak  Tarif Pajak  

di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima 
puluh juta rupiah) sampai dengan 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)  

25% (dua puluh lima 
persen)  

di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah)  30% (tiga puluh persen)   

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk  
usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh  

delapan persen).  

(2)  Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
 huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25%  

 (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan  

 Pemerintah.  

(2a)  Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b  
 menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai  

 berlaku sejak tahun pajak 2010.  

(2b)  Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk  
 perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat  

 puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang  

 disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan  

 memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat  

 memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih  

 rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada  

 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau  

 berdasarkan Peraturan Pemerintah.  

(2c)  Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen  
 yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi  

 dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10%  

 (sepuluh persen) dan bersifat final.  

(2d)  Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif  
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan  

 Peraturan Pemerintah.  

(3)  Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana  
 dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan  

 Keputusan Menteri Keuangan.  

(4)  Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana  
 dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena  

 Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah  

 penuh.  



 
 

 

 

e. penyelenggara pembayaran sesuatu 
kegiatan.  

kegiatan 
hubungan  

yang 
dengan  

melakukan 
pelaksanaan  

   (2) Tidak …  
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Pasal 19  

 
(1)  Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian 
kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara 
unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.  
 

(2)  Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan 
sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17 ayat (1).  

16. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan ayat  
 (8) diubah, serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni 
ayat (5a) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:  
 

Pasal 21  
 

(1)  Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, 
atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau 
diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:  

. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 
pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang 
dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;  

. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, 
tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau 
kegiatan;  

. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan 
pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;  

. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan 
sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan 
bebas; dan  





























 



 

 


